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PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
·.i NOMOR 03 TAHUN 2013
:'1 

TENTANG
 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER,AH
 

TAHUN ANGGARAN 2013
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG "4AHA ESA
 

BUPATI PESISIR BARAT,
 

Menirnbang :	 bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 
Lampung dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan -':Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011, Penjabat Bupati Pesisir' Barat berkewajiban 
melakukan penatausahaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); 

2.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lerpbaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851); 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286/; 

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
66,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang $istem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lIld'Qpesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali ter~ir dengan Undang ­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Nega,ra Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik (\ 
Indonesia NOII,lor 4844); 'i 
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Antara PemerintSh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran 
Negara RepubJik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009-'tent"ng Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-. 

10.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indont'ia Nomor 5234); 

11.	 Undarji!:·Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kaoupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran 
Negara RepubJik Indonesia Nomor 5364); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 
51551: 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan, . 
Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

14.	 Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15.	 Peraturan Pemerintah NOIDor 79 Tahun :?905 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 4614); 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20"10 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165): 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(LeJ,baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19, Pel" curan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 teotang 
Pedornan PengeIoIaan Keuangan Daeran llCbtlgaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten' Dalam No • N 2 .,....	 gen omor

1 •shun 20 11[Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310). 
20.	 Peraturan Menter! DaJam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 te tang

Pedoman Penyusuuan hn	 n 
. . 00......... Pendapatan dan BeIa.Qja Daerah Tabun 

2013 (Benta Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508); 

21.	 Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentaIl 
Pedoman Pemberian Hibah dan Banruan Sosial Yang Bersurnber D~ 
Anggar~ Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indoneaia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah d 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (B lta ;ngan 
RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); en egara 
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tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Larnpung Barat Tahun 2011 Nornor 1); 

23.	 Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Barat Nomor 3 Tahun 2012 
ten tang Restrlbusi Jasa Umum Kabupater..Larnpung Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3 ); 

24.	 Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Barat Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2012 Nomor 4j; 

25.	 Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung BaratNomor 5 Tahun 2012 
tentang Rcetribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Larnpung Barat Tahun 2012 Nomor 5); 

I""ii, 
26.	 Surat Menteri Dalarn Negeri Nornor 061/2156jSJ tanggal26 April 2013 

Perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :	 PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasa! 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah	 " Rp 10.978.411.775,00 
2.	 Belanja Daerah Rp 10.978.411.775.00 

Surplus/ (Delis it} Rp 

3. Pernbiayaan Daerah: 
a. Penerimaan	 Rp 
b. Pengeluaran	 :.R"'p'-- _ 

Pernbiayaan Netto ~Rp~ ~ 

Sisa Lebih Pembiayaan Auggaran tahun Berkenaan Rp 

Paaa!2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah	 Rp 978.411.775,00 
b. Dana perimbangan	 Rp 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	 Rp 10.000.000.000,00 

(2) Pendapatan AsH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf a terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Pajak daerah	 Rp 509.323.825,00 

b. Retribusi daerah ;............................................................. Rp 469.087.950,00
 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan "'kp 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	 lip 

(3) Dana perimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 
a. Dana Bag! Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 
b. Dana Alokasi Umum	 Rp 
c. Dana AJokasi Khusus	 Rp 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri darijenis pendapatan: 
a. Hibah Rp 10.000.000.000,00 
b.' Dana darurat flp 
c. Dana Bagi Hasil Pajak ;	 Rp 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	 Rp 
e.	 Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
 

lainnya Rp
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eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

.gar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 

Ditetapkan di Krui 
pada tanggal 19 Juni 2013 
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pada tanggal 19 Jl.tni 2013 
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